


Catatan ini disusun atas pertimbangan perlunya reproduksi pengetahuan bersama secara 
terus-menerus guna memperkuat posisi dan hak veto rakyat ketika berhadapan dengan ancaman 
pertambangan. Catatan ini kami susun bukan sebagai dikte, namun sebagai ‘panduan hidup’ yang 
berasal dan dihimpun dari pengalaman empirik sejumlah komunitas yang berada di garis depan 
perlawanan dan pemulihan di kepulauan Indonesia. Kekayaan, kedalaman pengalaman serta praktik 
dari berbagai komunitas ini layak dan penting dicatat dan dipertukarkan dengan komunitas lainnya, 
terutama yang sedang berhadapan dengan ancaman serupa.

Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar komunitas menemukan relevansi dan urgensinya di 
tengah sikap pengurus publik yang tidak mempertimbangkan keselamatan warga. Para pengurus 
publik itu memaksakan kehadiran industri pertambangan yang berdaya rusak tinggi dan tak 
terpulihkan dengan segala cara. Mulai dari yang ilegal yang melanggar hukum hingga memproduksi 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berbahaya, yang tampak sengaja didesain untuk 
melegalkan kejahatan pertambangan, sebuah rezim hukum yang mengabdi pada pasar dan korporasi 
hitam pertambangan (lex mercatoria). Contoh teranyar adalah pengesahan UU Pertambangan Minerba 
dan Batubara hingga UU Omnibus Law Cipta Kerja yang, penuh masalah dan banjir protes.

Pada akhirnya melalui produksi hukum dan peraturan yang melegalkan kejahatan tambang itu, para 
pengurus publik justru sedang memperkuat veto investor atas ruang hidup rakyat, dan dengan 
demikian, rakyat dilemahkan dan keselamatan terus terancam. Karena itulah catatan panduan ini 
disusun berdasarkan pengalaman dan praktik perlawanan dan pemulihan rakyat yang telah terbukti 
berhasil, dan ayak menjadi inspirasi bagi komunitas lain.

Kami percaya rakyat dapat membalik krisis, menemukan jalan dan metode perlawanan dan 
pemulihannya sendiri, sesuai dengan kondisi, dan sumber daya masing-masing dalam membentengi 
ruang hidupnya demi keselamatan dan keberlanjutan alam juga keadilan antar generasi di masa 
depan.

Catatan saku perlawanan dan pemulihan ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Disusun secara 
sederhana dan ringkas serta dilengkapi dengan visualisasi untuk memudahkan pembaca memahami 
dan mengimajinasikan praktik perlawanan dan pemulihan sejumlah komunitas.

Bagian pertama menjelaskan tentang bagaimana pengalaman dan praktik perlawanan dilakukan oleh 
sejumlah komunitas dalam menghadapi ekspansi pertambangan, baik yang baru mau masuk atau baru 
pada fase hendak beroperasi, lalu saat beroperasi, dan pasca pertambangan beroperasi.

Bagian kedua menjelaskan tentang bagaimana pengalaman dan praktik pemulihan yang 
diselenggarakan oleh sejumlah komunitas dalam menggelar inisiatif atau prakarsa pemulihan dalam 
melawan pertambangan, mulai dari saat pertambangan hendak masuk dan beroperasi, pada fase saat 
ia beroperasi hingga saat pertambangan sudah pergi, meninggalkan suatu wilayah.

Bagian ketiga, berisi box mengenai ancaman pencemaran dikawasan pertambangan dan juga box 
berisi langkah hukum yg bisa diambil masyarakat saat berhadapan dengan tambang saat mau masuk, 
sedang beroperasi dan saat mereka sudah pergi, termasuk juga dilengkapi poster. Kesemuanya sebagai 
upaya awal dan rintisan untuk melengkapi kritisisme sebagai akar dari upaya memperkuat hak veto 
rakyat.

Keseluruhan catatan ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan diri komunitas dan atau warga di 
daerah lingkar tambang bahwa melawan dan memulihkan secara mandiri adalah sesuatu yang 
mungkin untuk dilakukan.

Kami berharap, buku saku perlawanan dan pemulihan ini terus diperkaya dengan contoh praktik 
perlawanan dan pemulihan serupa dari komunitas lain di berbagai wilayah Indonesia, sehingga 
dengan demikian kita bisa saling belajar, bertukar pengalaman antar sesama warga, untuk satu tujuan: 
menghentikan laju ekspansi industri ekstraktif.

Kami juga berterima kasih kepada banyak pihak atas terbitnya Catatan Saku Perlawanan dan 
Pemulihan: Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi Ancaman Pertambangan ini, kepada tim 
penyusun di Rumah Perlawanan JATAM, Badan Pendukung JATAM, Hendro Sangkoyo, dan juga kepada 
seluruh komunitas dan jejaring JATAM yang kisah perlawanan dan pemulihannya dicantumkan dalam 
buku panduan ini. 

Terima kasih juga kepada semua komunitas yang melawan dan memulihkan di berbagai wilayah yang 
tak kenal lelah dan berani berjuang mempertahankan ruang hidupnya, dan kepada mereka semualah 
buku ini dipersembahkan.

Mari perkuat hak veto rakyat, perluas perlawanan dan pemulihan!

Catatan Saku Perlawanan dan Pemulihan:
Memperkuat Hak Veto Rakyat dalam Menghadapi
Ancaman Pertambangan

Pengantar

Senin, 16 November 2020
Atas nama RP JATAM

Merah Johansyah Ismail
Koordinator Nasional JATAM
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Beberapa di antaranya kisah warga Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pernah 
berhadapan dengan tambang emas Fathi Resources pada sekitar 2010 – 2013 membuat mereka 
sadar pascatambang berhasil digagalkan untuk terus memperkuat dan memulihkan solidaritas 
dan kepercayaan diri warga untuk bahwa terus menjaga tubuh alam adalah sekaligus sama 
dengan menjaga penghidupan mereka. Seperti juga inspirasi yang membuncah dan juga 
diselenggarakan di Kampung Santan, Kalimantan Timur.

Warga di kedua wilayah rutin mengadakan festival dan ritus setiap tahunnya untuk memulihkan 
memori kolektif dan memperkuat pertahanan warga dari serangan industri ekstraktif. Di Sumba, 
festival ini dinamai Festival Wai Humba dan sudah berjalan hingga festival ke delapan (8) kalinya. 
Di Sungai Santan sudah memasuki tahun penyelenggaraan kedua pada 2019 lalu.

Di wilayah lain, Desa Rindu Hati, Provinsi Bengkulu dan Desa Pandiangan, Kabupaten Dairi, 
Provinsi Sumatera Utara, warga mempertahankan ruang hidup mereka dengan konsisten 
menanam kopi, durian, padi, dan produk pertanian lainnya. Mereka tetap memilih bertani dan 
berkebun sebagai ekonomi tanding atas rayuan ekonomi tambang yang dipilih sebagian 
kelompok warga lain atau tetangga desanya.

Bagian terakhir dari buku panduan ini adalah pengalaman pemulihan yang dilakukan warga di 
dua wilayah ketika pertambangan sudah pergi dan meninggalkan mereka dengan warisan krisis.

Terdapat cerita warga RT 24, Kecamatan Sanga-Sanga Dalam, Kabupaten Kutai Kartanegara di 
Kalimantan Timur yang telah sejak lama berhimpitan dengan pertambangan minyak & gas alam 
termasuk juga pertambangan batu bara. Mereka harus mencari celah dan memanfaatkan ruang 
sisa dari konsesi pertambangan untuk menanam dan berternak, cerita ini menunjukkan bahwa 
mereka menolak untuk kalah, meskipun hanya dengan memanfaatkan ruang sisa, mereka 
mencoba bangkit, pulih dan membalik krisis.

Di tempat lain juga terdapat cerita perjuangan pemulihan warga Porong, Kabupaten Sidoarjo, 
Provinsi Jawa Timur yang telah merasakan kehilangan rumah dan kehidupan mereka karena 
terendam lumpur beracun PT Lapindo Brantas. Warga membangun praktik pemulihan secara 
mandiri dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar dapat menyambung hidup, seperti 
hidroponik dan perikanan. Warga Porong juga menginisiasi kelas-kelas sebagai ruang belajar dan 
berbagi, antara lain mengenai daya rusak dari lumpur Lapindo. Ketika pertambangan sudah 
berhenti beroperasi atau pergi, tetap meninggalkan daya rusak yang dahsyat dan beban 
memulihkan wilayah berada di pundak warga. Belajar dari pengalaman warga Porong, negara 
tidak bertanggung jawab terhadap warganya.

Buku ini juga dilengkapi dengan langkah-langkah hukum yang dikemas berbentuk poster 
dengan ukuran besar sebagai suplemen dan lampiran yang bisa digunakan oleh warga sebagai

sumber informasi untuk mengambil langkah hukum, kebijakan dan membaca siasat perusahaan 
ketika berhadapan dengan industri ekstraktif dalam beragam kondisi, mulai dari saat 
pertambangan hendak masuk akan beroperasi, saat sedang beroperasi, dan ketika tambang 
sudah pergi.

Tabel dan poster langkah dan upaya hukum ini kami lampirkan dengan harapan dapat 
mempermudah warga untuk mengetahui hak-hak mereka dan kewajiban perusahaan tambang
& negara yang berhubungan dengan kehadiran pertambangan. Langkah hukum bukan satu- 
satunya cara, tapi bisa menjadi salah satu strategi untuk melindungi warga serta ruang hidupnya 
dari ekspansi industri ekstraktif. Meskipun ini masih upaya rintisan dan jauh dari sempurna, 
namun JATAM berharap agar catatan sederhana ini dapat terus berkembang, hidup dan saling 
dilengkapi oleh warga perlawanan-pemulihan di seluruh kepulauan Indonesia.

Kepulauan Indonesia terus menerus menjadi teritori yang ramah terhadap industri ekstraktif – 
industri yang menggerus keselamatan warga dan alam. Industri ekstraktif (seperti 
pertambangan, properti, dan kelapa sawit) adalah industri berbasis lahan skala besar yang 
membutuhkan energi & air dalam jumlah yang sangat banyak. Pembesaran industri ekstraktif 
tidak berdiri sendiri, melainkan dengan dukungan penuh dari pemerintah selaku penerbit 
kebijakan, pelaku kekerasan serta pemilik senjata –melalui pengerahan kepolisian RI dan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI)-. Dari pulau yang berada di barat hingga di timur Kepulauan Indonesia 
berdiri pabrik-pabrik semen, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pertambangan batu bara, 
emas, nikel, minyak &amp; gas bumi; industri yang rakus air dan lahan.

JATAM bersama dengan warga yang menjadi simpul dan jaringan berusaha untuk 
mengumpulkan catatan berbagai bentuk perjuangan warga di lingkar industri ekstraktif 
khususnya pertambangan selama beberapa tahun terakhir. Penyusunan catatan 
perlawanan-pemulihan ini bertujuan agar terjadi pertukaran pengetahuan dan solidaritas 
antarkomunitas, terutama yang sedang berhadapan dengan semakin ganasnya industri 
ekstraktif. Perlawanan dan pemulihan adalah dua tindakan yang saling mengisi dan beriringan. 
Warga yang berada di lingkar industri ekstraktif memiliki beragam strategi 
perlawanan-pemulihan untuk merebut kembali ruang hidupnya.

Buku Saku Perlawanan-Pemulihan dibagi menjadi empat bagian. Bagian pertama, berisi 
kumpulan catatan perlawanan warga ketika pertambangan mau masuk ke wilayah mereka. 
Beberapa cerita yang dituliskan untuk dipertukarkan dalam buku ini adalah cerita perlawanan 
warga Kampung Santan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang berhasil mengagalkan 
rencana penambangan Sungai Santan oleh PT Indominco Mandiri. Lalu, warga Ongko Asa, Kutai 
Barat, Kalimantan Timur yang melawan rencana penambangan di wilayah yang berhasil 
memperlambat dan menghadang sejumlah rencana awal operasi pertambangan di wilayah 
mereka.

Di luar itu, terdapat cerita singkat warga Pulau Bangka di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi 
Utara yang juga berhasil menggagalkan dan mengusir PT Mikgro Metal Perdana, perusahaan 
yang akan mengeruk bijih besi, setelah menapaki jalan yang panjang. Juga terdapat perlawanan 
santri dan warga di Padarincang, Kabupaten Serang di Provinsi Banten yang berhasil 
mengorganisir kesadaran kritis menghadapi proyek pertambangan panas bumi atau geothermal, 
para santri menjadi aktor utama dalam upaya membentengi wilayah mereka dari korporasi dan 
menghambatnya dari ekspansi proyek berkedok atas nama energi bersih ini.

Begitu juga di perlawanan warga dan santri di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Perlawanan 
mereka dengan strategi yang berbeda berhasil menggagalkan dan mencabut izin pertambangan 
di sana.

Terdapat juga catatan mengenai perjuangan warga bahkan ketika pertambangan sudah mulai 
beroperasi dengan membangun pelabuhan dan penggusuran lahan pertanian kacang mete 
untuk membangun jalan pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. Sejak dekade 
2000-an, pulau kecil yang secara administratif masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara ini telah 
dialokasikan secara sepihak untuk pertambangan. Perlawanan warga semakin bergolak ketika 
Perusahaan bernama PT Gema Kreasi. Perdana (GKP) mulai masuk. Warga mengalami kekerasan 
serta puluhan dari mereka dikriminalisasi. Akan tetapi, semua itu tidak menghentikan api 
perlawanan warga, mereka terus melawan untuk menjaga ruang hidup warga Pulau Wawonii. 
Awal 2020, PT GKP berhasil diusir dan membawa pergi alat-alat berat mereka.

Lalu, pada bagian ketiga dari buku ini memaparkan cerita mengenai pemulihan atau berbagai 
inisiatif untuk memperkuat kepercayaan diri warga untuk tetap menolak kehadiran 
pertambangan di wilayahnya.

Pendahuluan



I.    Kumpulan Cerita Perlawanan Ketika Pertambangan Hendak Masuk dan Beroperasi

K.H MUHAMMAD SALEH DAN ROMBONGANNYA DARI BONE, SULAWESI 
MENYUSURI SUNGAI SANTAN, KECAMATAN MARANGKAYU, KABUPATEN 
KUTAI KARTANEGARA DI KALIMANTAN TIMUR.

SUNGAI SANTAN ADALAH SUMBER KEHIDUPAN BAGI WARGA SEKITAR. PENYEDIA 
AIR BERSIH, KESUBURAN LAHAN PERTANIAN, SUMBER PROTEIN, TRANSPORTASI 
HINGGA SUMBER INSPIRASI BUDAYA DAN INTERAKSI SOSIAL.

1

MUARA BADAK, HILIR SUNGAI SANTAN, 1923. 

MASYA 
ALLAH, BE-

RUNTUNGNYA 
WARGA DI 

SINI...

LIHAT, 
ALAM ME    NYE-   

DIAKAN SEGALA-
NYA UNTUK 
MEREKA...

BEROPERASINYA PENAMBANGAN DI HULU HUTAN MENYEBAR KERUSAKAN HINGGA 
KE SUNGAI SANTAN SERTA PERKAMPUNGAN SEKITARNYA.

1997, MALAPETAKA ITU BERMULA. 
PEMERINTAH TERBITKAN PERJANJIAN 
KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN 
BATU BARA (PKP2B) PT INDOMINCO 
MANDIRI (IMM).

2

INI 
SURAT 

IZINNYA..

MAKASIH
BAPAK..

Bertukar Cerita Perlawanan Warga dari Berbagai Wilayah

Praktik perlawanan oleh Masyarakat Desa Santan Tengah, Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur: Identitas sebagai Warga Sungai Santan yang Memicu 
Gerakan Perlawanan

A.  
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2015
WARGA 
SANTAN 
MULAI ME-
MELAJARI 
DOKUMEN 
ANALISIS 
MENGENAI 
DAMPAK 
LINGKU-
NGAN HIDUP 
(AMDAL) 
PENINGKATAN 
PRODUKSI. 

2014
PT IMM TINGKATKAN PRODUKSI BATU BARANYA DARI 16.000.000 METRIK TON 
MENJADI 20.000.000 METRIK TON PER TAHUN. 

3

KALAU INI 
APA MAKSUD-
NYA YA DIK?

HUEEKKK..

ITU BANG,
MAKSUDNYA..

DALAM AMDAL TERSEBUT DITEMUKAN BAHWA STRATEGI PERUSAHAAN GUNA 
MENINGKATKAN PRODUKSI ADALAH DENGAN MENAMBANG DI SUNGAI SANTAN 
SERTA MEMINDAHKAN SUNGAI SANTAN (6.426 M), ANAK SUNGAI SANTAN YAITU 
SUNGAI KARE (1.430 M), DAN SUNGAI PELAKAN (5.600 M) AGAR BISA DIKERING-
KAN DAN DIKERUK BATUBARANYA.

4

ASTAGA!
COBA BACA 

INI!!
YANG LEBIH MENGEJUTKAN..
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DALAM AMDAL TERSEBUT DITEMUKAN BAHWA STRATEGI PERUSAHAAN GUNA 
MENINGKATKAN PRODUKSI ADALAH DENGAN MENAMBANG DI SUNGAI SANTAN 
SERTA MEMINDAHKAN SUNGAI SANTAN (6.426 M), ANAK SUNGAI SANTAN YAITU 
SUNGAI KARE (1.430 M), DAN SUNGAI PELAKAN (5.600 M) AGAR BISA DIKERING-
KAN DAN DIKERUK BATUBARANYA.

4

ASTAGA!
COBA BACA 

INI!!
YANG LEBIH MENGEJUTKAN..

5

WARGA KAMPUNG SANTAN MARAH DAN MENOLAK PERTAMBANGAN DI SUNGAI 
SANTAN KARENA SUNGAI SANTAN MERUPAKAN IDENTITAS KOLEKTIF MEREKA. 
SEJAK MENDENGAR RENCANA PENAMBANGAN SUNGAI SANTAN, WARGA KAMPUNG 
SANTAN BERKONSOLIDASI DAN BEBERAPA KALI MELAKUKAN AKSI.

PERWAKILAN 
WARGA SANTAN 

DAN MAHASISWA 
MARANGKAYU MELAKU-

KAN AKSI PENOLAKAN DI 
KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM 

(PU) PADA 15 SEPTEMBER 2015. WARGA 
MENUNTUT DINAS PU UNTUK MENCABUT 
REKOMENDASI YANG TELAH DIKELUARKAN. 

MANA 
PAK 

KADIS?

SODARA2..
KITA HARUS MINTA 

SURAT REKOMENDASI 
INI DICABUT!

IDE 
CEMERLANG!

DAN KITA 
AKAN KUM-

PULKAN TAN-
DATANGAN 
PENOLAKAN! 

WARGA

BETUL 
BANG! AYOK 

KITA KE 
KANTOR PU!

BAWAAAK..
NI KUPEGANG

Sebanyak 471 tandatangan warga dilampiri 
fotokopi KTP yang mendukung penolakan 
tambang di Sungai Santan berhasil dikum-
pulkan Himpunan Mahasiswa Kecamatan 
Marangkayu (HMKM).

DI KANTOR PU...

11 12



6

TAPI KARENA DESAKAN WARGA SANTAN DAN BERITA ACARA PEMBATALAN REN-
CANA PENAMBANGAN SUNGAI SANTAN YANG DIKELUARKAN GUBERNUR KALIMAN-
TAN TIMUR, AKHIRNYA PIHAK DINAS PU MENGAKUI PENERBITAN SURAT REKOMEN-
DASI TEKNIS TERSEBUT DAN MENCABUTNYA. 

TUNTUTAN WARGA TAK LANGSUNG BERAKHIR MULUS.

SUWER..
KAMI TAK PERNAH 

MENERBITKAN SURAT 
REKOMENDASI

OH...EH..IYA
SAYA LUPA..

MEMANG PERNAH 
KAMI KELUARKAN. 

MMM..KAPAN 
YA?

PANJANG
UMUR

PERJUANGAN!!

CABUT 
YA PAK..

JANGAN 
BOHONG PAK..
KALAU BOHONG 
DIGIGIT NENEK 
GONDRONG..

SODARA2, 
PERJUANGAN KITA 

BARU SATU LANGKAH, 
SELESAI..KITA AKAN 
KAWAL DAN BER-
JUANG TERUS!

KAMI JUGA 
MENGUMPULKAN TAN-
DATANGAN PENOLAKAN 

WARGA LHO PAK..

DAN AKAN 
KAMI SERAHKAN 
KE GUBERNUR! Warga di empat desa yang memiliki kesamaan asal usul dan nenek moyang dalam persaudaraan suku 

Dayak Rumpun Asa – yang mayoritas adalah masyarakat Dayak Tunjung-melakukan perlawanan 
untuk menghambat rencana masuk dan beroperasinya pertambangan batu bara PT Kencana Wilsa. 
Keempat desanya adalah Kampung Ongko Asa, Pepas Asa, Geleo Asa, dan Geleo Baru. Warga khawatir 
akan segenap perkara yang dapat ditimbulkan dari operasi pertambangan terutama ancaman 
terhadap ladang pertanian (termasuk kebun dan sawah) juga hutan Gunung Layung. Hutan Gunung 
Layung adalah sumber air bagi warga Rumpun Asa, mereka pun membentuk Forum Sempekat Peduli 
Gunung Layung (FSPGL) sebagai wadah perjuangan sejak 2018.

FSPGL menggelar sejumlah aksi, konferensi pers, kampanye media sosial dan pelaporan ke sejumlah 
lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk menghambat pembanguan jalan tersebut dan 
mengulur waktu operasi pertambangan. Pertambangan PT Kencana Wilsa dengan luas konsesi 5.000 
hektar ini akan memulai operasinya dengan membangun terlebih dahulu konstruksi jalan angkut 
pertambangan. Warga menggunakan argumentasi alokasi ruang yang bertentangan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur.

PT Kencana Wilsa ingin membuat jalan tambang sepanjang 7,32 km dan terminal khusus seluas 
kurang lebih 4,1 hektar. Namun, rencana ini berhasil digagalkan karena warga Ongko Asa, yang dari 
awal tidak setuju jika wilayah mereka dibongkar untuk pertambangan. Melalui kajian yang dilakukan 
oleh warga, dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 1 Tahun 2016 tentang RTRW 
Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036 menunjukkan bahwa wilayah yang mau diubah oleh PT 
Kencana Wilsa menjadi jalan tambang dan terminal khusus tersebut berada pada alokasi ruang 
pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Warga mendesak kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi 
Kalimantan Timur. Dinas tersebut akhirnya mengeluarkan surat resmi untuk PT Kencana Wilsa pada 
Januari 2019 lalu untuk larangan pembangunan jalan tambang dan terminal khusus. Walaupun telah 
ada larangan dari dinas-dinas terkait dan penolakan warga terhadap pertambangan, hingga kini PT 
Kencana Wilsa masih mencoba untuk merambah wilayah Rumpun Asa. Warga Rumpun Asa pun masih 
terus berjuang melawan pertambangan sampai hari ini.

Praktik Perlawanan oleh Masyarakat Rumpun Asa Suku Dayak, Kutai 
Barat, Kalimantan Timur: Konsolidasi Identitas dan Argumen Alokasi 
Ruang untuk Menghambat Tambang

B.  

Gambar 1. Protes warga Ongko Asa di depan
kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Barat.
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2

LEBIH DARI 10 PEREMPUAN WARGA DESA KEMUDIAN MELAKUKAN AKSI PENO-
LAKAN MASUKNYA ALAT BERAT TERSEBUT.

AYOK KITA 
HADANG 
MEREKA!

CARANYA, 
KAKAK?

BEGINI HA..

1

HAL INI DIKARENAKAN MASYARAKAT TIDAK 
DILIBATKAN DALAM PROSES DISKUSI, 
PUN TIDAK PERNAH ADA SOSIALISASI. 

PEREMPUAN DARI PULAU 
DAN FILOSOFINYA DI GARIS 
DEPAN MENGUSIR TAMBANG

WARGA PULAU BANGKA, YANG MERUPAKAN PULAU KECIL DI KABUPATEN MINA-
HASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA MULAI RESAH KETIKA MELIHAT ALAT 
BERAT MASUK KE DESA MEREKA. TIDAK PERNAH ADA DISKUSI TERKAIT RENCANA 
TAMBANG PT. MIKGRO METAL PERDANA (MMP) SEBELUMNYA. 

“KAMI TIDAK PERNAH DIAJAK 
DISKUSI. TIDAK ADA ORANG KASIH 

TAHU AKAN ADA TAMBANG DI 
PULAU INI, KAMI BINGUNG. KALAU 
MEMANG DARI PEKERJAAN UMUM, 
KENAPA TIDAK ADA SOSIALISASI? 
NAH, PERNAH SATU HARI KAMI 

LEMPARI ITU PERAHU YANG ANG-
KUT ALAT BERAT. KAMI TAKUT, 
TAPI KAMI LEBIH TAKUT DIUSIR 

DARI TEMPAT KAMI,” UJAR IBU MR, 
SEORANG PEREMPUAN 

PULAU BANGKA. 

NGAPA YA 
BULDOSER2 
ITU KE SINI

ITU PUNYA 
PEMERINTAH. 
DINAS PU. 

JANGAN BURUK 
SANGKA DULU..

Praktik Perlawanan Oleh Masyarakat di Pulau Bangka, Kabupaten 
Minahasa Utara, Sulawesi Utara; Perempuan Dari Pulau dan Filoso�nya 
di Garis Depan Mengusir Tambang

C.  
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2013 
PEMBAGIAN UANG PER KELOMPOK KELUARGA (KK) YANG DIBAGIKAN LEWAT 
ANAK-ANAK DI SETIAP KELUARGA. PARA IBU KEMUDIAN MENGEMBALIKAN UANG 
TERSEBUT KE BALAI DESA.

LAUT ADALAH PAKAIAN BAGI WARGA PULAU BANGKA, MAKA AKTIVITAS TAMBANG 
YANG MERUSAK SAMA SAJA DENGAN UPAYA MERUSAK PAKAIAN WARGA DAN 
MEMBIARKAN MEREKA TELANJANG DI TANAH DAN AIRNYA SENDIRI.

“INI MAK UANG. 
TADI ADA OOM 

NGASI KATANYUA 
UNTUK GANTI 
TANAH ADAT”

“TANAH ADAT KAMI 
TIDAK DIJUAL, BAPAK”

“PERJUANGAN 
MASYARAKAT PULAU 

BANGKA ADALAH 
PERJUANGAN BANGSA 
INI UNTUK LEPAS DARI 

TAMBANG”

“PEMERINTAH DAERAH 
SEPERTI PUTRI TIDUR. MEREKA 

TIDUR LELAP BERSAMA UANG DARI TAM-
BANG. PADAHAL KALAU LIHAT LAUT KITA 
HARI INI, AMPUN, RUSAK SEMUA. SUAMI 
KAMI JADI MENURUN PENDAPATANNYA,” 

3

WARGA PULAU BANGKA, TERUTAMA YANG BERADA DI DESA KAHUKU, MENOLAK 
KERAS MASUKNYA ALAT BOR KE WILAYAH MEREKA. TERLEBIH LAGI SETELAH 
MENGE TAHUI BAHWA ALAT BERAT AKAN BEROPERASI DI LAUT, BUKAN DI DARAT. 
ARTINYA, EKOSISTEM DI LAUT TERANCAM, NELAYAN PUN TURUT TERANCAM KEHI-
LANGAN PENGHASILANNYA. SELAIN ITU, WARGA PULAU BANGKA BANYAK BERCER-
MIN DARI PENGALAMAN PENGHANCURAN TELUK BUYAT AKIBAT PERTAMBANGAN. 
MEREKA BERPIKIR BAHWA PULAU BANGKA INI PULAU YANG KECIL, KEHADIRAN 
OPE RASI PERTAMBANGAN BESERTA BLASTING ATAU BOM YANG LAZIM DIGU-
NAKAN, PULAU KECIL INI BISA HABIS TIDAK BERSISA. 

PARA PEREMPUAN PULAU BANGKA ADALAH SALAH SATU KELOMPOK YANG BERADA 
DI GARIS DEPAN PERLAWANAN DAN MEMILIKI BERAGAM STRATEGI. 

BALIK 
KANAAAAN, 

GRAK!

SELAMATKAN 
MATA 

KALIAAAAN!!

Ibu A, seorang perempuan Pulau 
Bangka dalam kesaksiannya melalui 
wawancara dengan JATAM pada ten-
gah tahun 2020 lalu untuk mengingat 
kembali peristiwa tersebut.

“MEREKA ITU JAHAT SEKALI 
TERHADAP MASYARAKAT DAN 
MEMBELA PERUSAHAAN TAM-
BANG ITU. SAYA BERSAMA IBU-
IBU UNTUK MENGEJAR APARAT 
ITU. KAMI SEMUA BUKA BAJU 
DAN KAMI MAU AMBIL BAJU 
APARAT ITU SEMUA. KARENA 
KAMI NILAI MEREKA TIDAK PAN-
TAS PAKAI BAJU ITU, KARENA 
MEREKA TIDAK BERPIHAK KEPA-
DA KAMI, RAKYAT INDONESIA,” 

17 1816



5

PERJUANGAN WARGA PULAU BANGKA PUN BERLIKU, BAIK LEWAT PENGADILAN 
MAUPUN PERLAWANAN KHAS WARGA PULAU BANGKA. 

SUATU HARI DI BULAN AGUSTUS
WARGA SEDANG BERSIAP UPACARA KIRAB MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN, 
BERSAMAAN DENGAN ITU PERUSAHAAN HENDAK MENURUNKAN ALAT BERAT. 

SALAH SEORANG PEJUANG PEREMPUAN KALA ITU, IBU MARIA PAREDE SEGERA 
LARI SENDIRIAN KE PANTAI DAN BERTERIAK, 

MARIA KEMUDIAN DISERANG OLEH MANAJER PERUSAHAAN MMP SEKALIGUS SEO-
RANG KEPALA SEKOLAH SMP SWASTA DI PULAU BANGKA. TANGANNYA SAMPAI 
KESELEO DAN DASTERNYA ROBEK.PELAKU KEKERASAN TERHADAP MARIA KALA 
ITU HANYA DIKENAKAN HUKUMAN PERCOBAAN KARENA DIANGGAP MELAKUKAN 
TINDAK PIDANA RINGAN. 

6

“KELUAR! 
TIDAK BOLEH ADA 

TAMBANG DI 
PULAU BANGKA.”

HEII!
JANGAN CUMA 
BERANI SAMA
PEREMPUAN!

BANTU BU 
MARIA BANG!
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WARGA PULAU BANGKA BERHASIL MEMATAHKAN TUDUHAN-TUDUHAN YANG 
MENJATUHKAN WARGA DAN PULAU BANGKA. WARGA MENUNJUKKAN BAHWA 
MEREKA BISA MENGHASILKAN JAGUNG DALAM JUMLAH YANG BESAR DAN 
MEMBUAT LUMBUNG DESA LEWAT BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), BAHKAN 
SEJAK ITU SALAH SATU PRODUK UNGGULAN DESA ADALAH JAGUNG, BUKTI 
BAHWA TANAH PULAU BANGKA SUBUR TIDAK TANDUS SEPERTI PROPAGANDA 
PERUSAHAAN TAMBANG.  

USAHA-USAHA NEGARA DAN PERUSAHAAN UNTUK MEMBONGKAR PULAU BANGKA 
PUN BERVARIASI, ARGUMEN DAN NARASI INI DIPRODUKSI AGAR WARGA PULAU 
BANGKA MERELAKAN RUANG HIDUP MEREKA DISERAHKAN UNTUK DIEKSTRAKSI 
OLEH PT MMP. 

7

IBU-IBU 
TAHU 
TIDAK? 

PULAU 
BANGKA ADALAH 
WILAYAH YANG 
PANAS DAN 

TANDUS, SEMUA 
TANAMAN 
MATI.. 

MANUSIA 
TAK BISA 
HIDUP DI 

SINI

Pertambangan ditolak oleh beragam latar belakang masyarakat, bukan hanya masyarakat adat 
termasuk juga oleh para santri, kyai, ustadz dan/atau ustadzah, seperti perlawanan terhadap 
pencaplokan lahan untuk industri ekstraktif di Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan 
Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kelompok-kelompok agama, khususnya pesantren, 
di Silo melawan rencana penambangan emas PT ANTAM di Blok Silo dan para santri di Padarincang 
berhadapan dengan pertambangan berkedok energi bersih yaitu pertambangan panas bumi atau 
geothermal. Keduanya melawan industri pertambangan dan ekstraktif dengan strategi yang berbeda, 
meskipun dominan dengan latar belakang yang sama, yakni sama-sama didominasi kaum agamawan 
atau santri.

Kecamatan Silo, Jember (Jawa Timur) tercatatat dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang 
dikenal dengan nama Blok Silo. Blok pertambangan emas ini seluas 4.023 hektar dan ditolak oleh 
warga sejak awal. Dari proses penelitian pertambangan di Silo, warga telah aktif menolak. Mereka 
tidak menginginkan ruang hidup mereka diubah menjadi situs pembongkaran pertambangan emas. 
Mereka belajar dari apa yang terjadi di Tumpang Pitu dan berbagai wilayah konsesi pertambangan 
lainnya.

Kelompok-kelompok agama, terutama kaum santri di Silo adalah kelompok yang mengawal agar 
WIUP dicabut. Forum diskusi agama, Bahtsul Masa’il, dalam tubuh organisasi Nahdatul Ulama (NU), 
secara lantang menyerukan bahwa operasi pertambangan emas Blok Silo hukumnya haram. Seruan 
ini adalah hasil dari Batsul Masa’il pada 14 November 2018. Ulama, kyai, serta pesantren-pesantren 
yang berada di wilayah ini sejak lama telah mengkaji pertambangan emas dan bagaimana daya 
rusaknya terhadap dimensi sosial dan ekologi. Aksi-aksi massa santri dan mahasiswa NU mulai dari 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke pemerintah hingga Front Nahdliyin untuk 
Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) menmperlihatkan kuatnya pengorganisasian di level warga 
Silo.

Praktik Perlawanan Oleh Masyarakat di Silo, Jember dan Padarincang, Serang-Banten: 
Agama dan Kecintaan Pada Tanah Air sebagai Sumber Perlawanan & Kekuatan Para Santri 
Bentengi Tapak dari Ekspansi Tambang

D.  

Gambar 2. Istighosah ulama, kyai, dan santri di jalan utama dan depan pintu masuk 
perusahaan untuk menolak kehadiran PT. SBG, Desa Batu Kuwung Padarincang
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TENGAH DEKADE 
2000 ADA PERUSAHAAN 
TAMBANG YANG HENDAK 

MENGKAVELING PULAU INI. 
WARGA MEMENANGKAN 

PERTARUNGAN MELAWAN 
PERUSAHAAN PERTAMBAN-

GAN YANG AKAN 
MEMBONGKAR 

PULAU MEREKA. 

1

WARGA WAWONII, 
PULAU KECIL 
YANG MASUK KE 
DALAM WILAYAH 
ADMINISTRATIF 
SULAWESI TENG-
GARA, PUNYA 
SEJARAH BER-
TIKAI DENGAN 
PERUSAHAAN 
PERTAMBANGAN. 

2017 
SEBUAH PERU-
SAHAAN SECARA 
SEPIHAK ME-
NGAKU MEMILI-
KI KONSESI DI 
PULAU WAWONII 
YAITU PT GEMA 
KREASI PERDANA 

(GKP) YANG 
BERADA DI 
BAWAH KEN-
DALI HARITA 

GROUP. HARITA 
ADALAH PERU-

SAHAAN RAKSASA 
YANG SELAMA INI 
MENGERUK NIKEL 
DI PULAU-PULAU 
LAIN JUGA DI 
INDONESIA.

INI 
TANAH 
KAMI!

Hal ini merupakan celah untuk membatalkan pertambangan. Dalam WIUP Blok Silo tidak ada 
rekomendasi dari bupati, sedangkan rekomendasi ini diperlukan sebelum diterbitkannya WIUP Blok 
Silo.

Selain itu, Bupati Faida menyambangi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil langkah 
mediasi non litigasi agar SK Menteri ESDM bisa segera dicabut setelah melalui proses pengaduan 
melalui mekanisme di Kemenkumham dan hasilnya menjadi dasar agar Menteri ESDM mencabut dan 
membatalkan izin Pertambangan.

Strategi ini berhasil karena pada Februari 2019 lalu, Kementerian ESDM secara resmi mencabut izin 
pertambangan di Silo, Jember melalui Keputusan Menteri ESDM No. 23K/MEM/2019 tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral  Nomor 1802 K/30/MEM/2018 
tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode 
2018.

Sementara itu di Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Perusahaan PT Sintesa Banten 
Geothermal telah memiliki izin untuk mengeksploitasi panas bumi di wilayah kerja panas bumi (WKP) 
Kaldera Rawa Danau. Santri, kyai, ustadz/ustadzah

serta warga Padarincang lainnya yang bergabung dalam Sarekat Perjuangan Rakyat (SAPAR) dari 2016 
telah menyuarakan penolakan mereka terhadap tambang panas bumi. Mereka meyakini bahwa alam 
bukan sebatas sumber kehidupan yang harus dipertahankan, tapi juga amanah dari Allah yang harus 
diijaga dan dibela dari perusakan.

Perlawanan dari rencana masuknya pertambangan yang dilakukan oleh SAPAR antara lain adalah 
mengadakan istighosah, aksi protes di DPRD Kabupaten Serang, berjalan kaki dan protes di 
Kementrian ESDM, hingga bertemu dengan anggota DPR RI komisi 3 dan 7. Pertemuan-pertemuan 
SAPAR dengan pihak pemerintah selalu berujung dangkal, diplomatis dan normatif belaka, belum ada 
pernyataan resmi bahwa pemerintah akan menghentikan usaha PT SBG untuk beroperasi di Banten 
dan berpihak dengan warga.

Selain aksi protes di kantor-kantor pemerintahan, warga kerap berhadap-hadapan langsung dengan 
perusahaan & aparat keamanan di tingkat lokal. Warga menyambut mobil perusahaan dengan 
memblokade jalan. Usaha-usaha seperti ini berhasil menunda operasi pertambangan panas bumi PT 
SBG hingga tulisan ini disusun.

II.     Kumpulan Cerita Perlawanan Ketika Pertambangan Sedang Beroperasi

Praktik Perlawanan oleh Masyarakat Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, 
Provinsi Sulawesi Tenggara: Warga Solid, Setia Jaga Lahan Tolak Ganti Rugi dan 
Penggusuran Tambang

A.  
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PT GKP MENDAPATKAN 
IZIN UNTUK MEMBUAT 
TERMINAL KHUSUS (TER-
SUS) ATAU PELABUHAN 
UNTUK PERTAMBANGAN 
DARI KEMENTERIAN 
PERHUBUNGAN. PT GKP 
BERENCANA UNTUK MEM-
BANGUN JALAN MENUJU 
LOKASI PERTAMBANGAN 
DARI PELABUHAN; PERU-
SAHAAN TIDAK AKAN BISA 
BERAKTIVITAS KALAU TI-
DAK MEMBANGUN JALAN 
MENUJU SITUS TAMBANG 
DAN WARGA BANYAK 
YANG TIDAK MAU MEN-
JUAL KEBUN MEREKA. 

STRATEGI PERUSAHAAN ADALAH DENGAN MENGGUSUR MENGGUNAKAN BULDO-
SER SECARA PAKSA KEBUN KACANG METE DAN KELAPA KETIKA WARGA SEDANG 
LENGAH. MEREKA TELAH MENEROBOS KEBUN WARGA SEBANYAK TIGA KALI SEJAK 
2018 DENGAN DIKAWAL APARAT KEAMANAN SEPERTI POLISI. 

KEBUN-
KEBUN INI 
HARUS 

DIGUSUR..

3

PENOLAKAN DARI TIGA WARGA INI MEMANTIK PERLAWANAN WARGA LAINNYA, 
PERUSAHAAN TIDAK AKAN BISA BERAKTIVITAS TANPA MEMBERSIHKAN ATAU LAND 
CLEARING TANAMAN CENGKEH, PALA, MENTE, KELAPA DAN BERBAGAI TANAMAN 
LAINNYA. WARGA KEMUDIAN BERPIKET UNTUK MENJAGA KEBUN MEREKA. MEREKA 
PUN SEMAKIN WASPADA DALAM MENJAGA LAHAN MEREKA PASCA PENGGUSU-
RAN PAKSA OLEH PERUSAHAAN DAN TIDAK JARANG BERTIKAI LANGSUNG DEN-
GAN WARGA YANG PRO TAMBANG SERTA PEKERJA-PEKERJA PERUSAHAAN JUGA 
APARAT KEAMANAN. 

TERDAPAT TIGA WARGA 
YANG MILITAN DAN 
MENOLAK KEBUNNYA 
UNTUK DIBELI PERU-
SAHAAN, SEHINGGA 
PERUSAHAAN TIDAK 
BISA MEMULAI PEM-
BONGKARAN DI SITUS 
PERTAMBANGANNYA. 

KITA SUDAH 
MIRIP THREE 
MUSKETERS 

BELUM?

JAGA 
KEBUN 
JAGA 

HIDUPMU!

BETUL, 
KAK..
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CABUT IZIN PT 
GKP!!

HENTIKAN KRIMI-
NALISASI WARGA!!

TUNTUTANNYA ADALAH AGAR IZIN PT GKP SEGERA DICABUT DAN MENGIN-
STRUKSIKAN AGAR PT GKP MENGHENTIKAN KRIMINALISASI WARGA, SEBANYAK 27 
WARGA TELAH DIKRIMINALISASI DENGAN PASAL YANG BERBEDA-BEDA. 

KEMANA 
KITA 
NANTI 

NI BANG?

KANTOR 
DPRD DAN 
GUBERNUR

BERKALI-KALI WARGA MENYEBRANGI PERAIRAN DARI PULAU KECIL WAWONII 
MENUJU IBUKOTA KENDARI UNTUK BERDEMO, MELAKUKAN PROTES DI DEPAN GE-
DUNG DPRD SERTA KANTOR GUBERNUR SULAWESI TENGGARA. 

5

WARGA SINI 
SOLID KALI..

MUNDUR AJALAH 
KITA YUKK ..

KEMENANGAN WARGA YANG TERBARU TERJADI PADA 1 APRIL 2020, PT GKP 
TELAH RESMI DITUTUP HINGGA WAKTU YANG BELUM DITENTUKAN. SELANJUT-
NYA KINI WARGA MEMASTIKAN PILKADA SERENTAK 2020 MENUTUP RUANG BAGI 
SEMUA KANDIDAT YG PUNYA RENCANA MENGENAI TAMBANG, WARGA KINI BER-
JUANG UNTUK MEMBATALKAN IZIN PT GKP AGAR SEGERA DICABUT DAN TIDAK 
BEROPERASI KEMBALI SELAMANYA.

WARGA TERUS MELAWAN DAN KEMENANGAN-KEMENANGAN KECIL PUN MENGHAM-
PIRI WARGA SEPERTI PT GKP MENARIK MUNDUR ALAT-ALAT BERAT DAN MENG-
HENTIKAN AKTIVITASNYA SEJAK AWAL TAHUN 2020. 

YUKK..
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